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Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17
Tahun 2021 serta dalam rangka pelaksanaan analisis dampak lalu lintas perlu adanya
pedoman tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah beberapa terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 22 Tahun
2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun
2019; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 79 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP
No. 30 Tahun 2021; PP No. 5 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENHUB
No. 17 Tahun 2021; PERDAKAB. PAS No. 4 Tahun 2008; PERDAKAB. PAS No. 18 Tahun
2012; PERDAKAB. PAS No. 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan PERDAKAB. PAS No. 8 Tahun 2021.

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman tentang
penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas. Seiap rencana pembangunan yang
meliputi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan
gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan
angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas. Analisis Dampak Lalu
Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup
atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,yaitu 21 April 2022.

Pada saat Perbup ini berlaku, Perbup No. 6 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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